
: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retnbusi Daerah sebagai pelaksana Undang 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retnbusi 
Pemeriksa.an dan Penggunaan Rumah Potong 
Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Nias perlu disesuaikan. 

b. bahwa penetapan tarif pada Peraturan Daerah 
sebelumnya tidak sesuai lagi dengan keadaan 
saat ini; 

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian 
sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan 
kembali dalam suatu Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II NIAS 

REIRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

'IENTANG 

: pERATURAN DAERAH KABUPA'IEN DAERAH TINGKAT 
IINIAS 

NOMOR 17 TAHUN 1998 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS 

NOMOR: -..9 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 8 



Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok 
pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3215); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Ki tab U ndang-U ndang Hukum Acara Pidana: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
55, Tamba.han Lembaran Negara Nomor 3692); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah clan Peraturan Daerah 
Perubahan; , 



a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tinzkat II Nias. 
b, Pemerintaa Daerah arla.lah Pem~ Kabupat~ Daerah 

Tiagka; !I Nias. 
e, Kepala Daerah adalah lhrpaLi Km ala Daerah Tingkat Il Niss. 
d ir~ Pcnd.:,.p;:.t¢:~:Icl! .?<!a.la ~ fc:dapatoo. Daen.h. · 

!fab.~atcn Dc~'":J..h .T~ t II Nia.:J, 
e . ..;u1as Peternasan Daerah adalah Dinas Pet..-rnakaa Daerah 

Kabupaten Daerah Tin#,stil'Nias. 
f K2s Daerah adalah Kas Daerah K.abupatea Daerah Tingk:n n Nias, 
g, Beadaharawan Khusus Penerima unlllic selanjutnya disingbt B!CP, 

adalah Bendaharawan khusus penerima pada Kantor Diru!ll 
Pete~Kahu;>aten Daerah T.i.tJska.t II Nias. 

h. Juru Periksa Daging iilih Pegswai Pemeriniah Daerah yaag telah 
meznperoleb Ptndidoom kbisus me~nai pemeriksaan daging yang 
akau menjad.i konsumsi masyaraka.t baik untuk dijual etan antuk 
keperluan haj at 

i. Rmn.ah Potoog Hewai ialah suatiJ tempat 3bl1 ~ yang 
disediaicm dan dikelola oleh Pemerintaa Daer-ah serta dipergnaakan 
wiluk memotong hewaa sesuai ~ 

J. Ternak.. ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Karnbing atau Domba, Babi dan 
Unggas, 

k Petuzas Ahli, i:ilah Dckter Hewan atau petugas ;-"111\g berdasar!caD 
?~didikaa clan ?~tahuanaya ditetspkan sebazai a:tli dibidang 
perneriksaaa cewan serra b~ 3!:lll eiemeriksa ~WBD r~a:t nznah 
porong hewan, 

L Remousi Jasa Usaaa adalaa Retribusi arzs Jass, ~ disediakan o[eh 
Pemerintaa D;amJ1 dengaa meagamc prinsip kornersial, 
• --· ,. "-·~-· -::: ,,,.;;.,".; D~~r:ih nm: selaniutrrya dising.bt SKRD 

I 

I 
I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengaa : 

PasaJ l 

BABI 
KE1ENTUAN UMUM · 

PERA 11JRAN DAER.<\H KABUP ATEN DAERAH TINGKAT n NIAS 
TENTA.""iG RETRIBUSI RUMAH P~TONG HEW AN. 

MEMUTUSKAN:- 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tiD#at ll Nias, 

13. F.:eputusan .Merueri Daiam Negeri Nomor 4 Talma 1997, leal3:Jg 
Penyidik. Pesaw-..i Ne~ Sipil di lin#un:,<>an Pemerintali Pamih. 

12. Keputusan Metlleri Dabm Negeri Nomor 175 T2hlm 1997 temmg 
Tata Cara Pemeriksaaa di bidang Retribusi Daerah; 

10. Keputusan Meateri Dalain Negeri Nomor 171 Tahim 1997 teutang 
Prosedur Pengesahan Per:ituran Daerah : 

11. ~pU1USa:i. Menteri Dalam. Negeri Nomor 174 Talnm 1997 t.ent3ng 
Pedoman Tata. Cera Pemaagutan Re!nousi Daerah ; . 



?.errio,u ?dm.ah ?ocoM Hewzn adalah Jasa Usaha y;mg disediakzn oleh 

Pasal 6 

BAB IV 
RET?JBUSI RL~L.\ii POTONG HEW A,."{ 

Rerribusi Ruman Potong Hewan terrnasuk golongan Retribnsi 18Jla 
Usaha, 

Pasal 5 

BAB ill 
GOLONGAN R....-c-rRIBUSI 

Sabjek Retribusi adalah orang pribadi clan at.an badaa yang memakail 
mengimakan fasil itas Rnmah Potong Hew:m. 

Pasal 4 

Objek Retribusi adalah pelzyanan peoyerlia:m fasilitas R.umah Potong 
HeW311. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Rumah Potoog Hewaa dipuoggut Rebibusi atas 
P: layanan peoyed iaan fas i lites di Rumah Po tong Hewan.. 

. 
Pasal Z 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK 

n. Surat Setoran Retribusi Daerah unlllk selanjutnya·disingkat SSRD 
ad.alah surat yang dignnakaa oleh Wajib Retribmi 1llllllk melalaikan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terut:mg ke Kas Daerab 
mu tempat lain yang ditetapk.an oleh Kepala Daerah, · 

o. Sur.n Ketetapan Relribusi Daerah KDnmg Bayar Ulllllk seumjutnya 
disingkat SKRDKB ad:tlah Surat Kepuusan y:mg menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutmg, jmnlah kredit Retnbusi, 
jumlah keknrangan pembaymm pokok mnousi, bes.amya sanksi 
a.drni.nistrasi clan jum lha yaog masib harus d.ibayar. 

p. Surat Ketetapaa Retribusi Daerah Ker.mg Bayar Tambahan mrtnk 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menecmkan tambahan etas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar •IOll.rk sclaojmnya 
dis_ifl#ai SKRDI.8 adalah Surat Keputnsan y:mg meneo!llkan jom.lah 
ke!eblhan Pembayaran Retribusi karenajum!::h kredit retribusi lebih 
besar dari retribusi yang terutang at.an tidak seharusnya terutang, 

r, Surat Tagiban Retribusi Daerah yang selaojutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakakan tagihan retribnsi ciao at.au sanksi 
administrasi berupa bunga dan atan denda, 



('.:) Besarava retribesi tersebut pada ayar (1) pasal ini ditetaokan ~ic biaya 
:,~mor.::·n~ ~·.1.7..'1 cirumah ootcnz hewan meiiputi : 

( 1) Atas Pemeriksaai Hewao/daging hewaa dan penggnnaan Rumab Potoug 
Hewan dikenakza Retribusi ; 

Fasai l 2 

BAB VI 
KEu: •• "'<TJAN RETRIBUSI 

(2) Dagi.a; dan bag:ian-b ag:an lainnya yang dinyat.akan baik, 
diberi tanda stempel '.i;:.ta warua violet. sedaagkaa yang dirryatakan tidak 
baik akan dinnsnahkan ." "02·~2~ ~er- !l.i- .. an ?ecei--:..:lt.::i. 

Pasal 11 

(1) Juru Periksa ~ vm;f~ pemeriksa.:m ~ dan bc:ei=~"l 
lainnya dari hewan yang sudah dipotong; 

Pemocon.,,am Kambiag dapat dilaksaaakan diluar Rumab Potoag HeW111!. setelah 
pGJ.ilik 'bcr.iedjz i:ici;.bey= u.:.-ig rotri!:Uui. 

Pzsal 10 

Dalam bal sebagaimana dimaksud pasal S Peratnr:m Daerah ini, pemilik 
hewan berhak mengajul,..m perneriksaan ulang kepada penigas ahli atas biaya 
pemililc bewan. 

Apaoila dala:n peeeriksaan Jimaksud pasal 7 :t'fal (3) Peramraa Daerah ini, 
temyara hewau t=but meaderita sakit atau dalam keadaan buoting dan atau 
masih produkti:t; Petugas Ahli l:arus menolak hewan tersebut lllltuk 
tidak dipotoog. 

Pasal 8 

(3) Pemeriksaao dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina 
terlebili dalmlu harus diperiksa kesubal'311nya oleh Petugas Ahli. 

(2) Petngas Ahli :ikan melaknkan pemeriksam temadap setiap hewm J3%!8 
ak:m dipotoag setelah \Jl:milikeya memmjukkan surat ketenmg:an dari 
kepala desa yaog bernmglo.ltmL • 

( 1) Setiaa He\\.~ yan,~ skaa dipotong. harus diperiksa lebih dahulu 
kesel:=:::llrl eleh petugas ahli dan diwajibkan melaknkan pemotoagan. 
di R..l'H rnilik Pemeriat.ah Dam-ah. 

?as:il 7 

BAB V 
KETD.ffUAN PEMERIKSAA...~ 



3 ,.i. B VB 

\VILA '{.-\H PEMl.;'"N GGT ,:..]-,; 

\~J 2iiii: µuu_~{jlliij r~tri~u.-si d~frjakiud p~aJ 11 aynt \1) P~~i!fi Duer-.dil iiti 
diseror oleh BPK P ada Dinas Pendaparaa Daerah Tingkar II Nias Ire Kas 
Daersa 

(1 J Retribusi <iipur.~ dengzn mengunak:!n SKR.D arau dokumeo lain yang 
dipersamakan, 

TATA CAR.A PE:\fUN<TuTP.li 

(3) Untuk 111~111otoll§J hewsa dimaksud evut (I) dan (2) pesal ini pemilik 
hewan hams dapar menwijukk:ui sumr keterangan perniliksu dari Kepala 
Desar Kepala Kelurahan Yll!I~ b';".nau.~:utan. 

(2) Hewan y211g dipotong karena l..'l'celalo.3II dan dip<"!'.~ l!Jlh!lc 11Saha 
dikenakan Retribusi sebesar 100 % [sera .. tus persen]; 

(I) H"w:?11 yrulg diootoug l!tltuk keperluan !l:ijar, dikenakan relribusi sebesar 
100 'Vo (seranrs persen) dari ketenaraa dimaksud pasal 12 Penturan 
Dnerah ini; 

~. Babi sebesar Rp. 20:000.- (dua puluh ribu rupiah)lekor. 

~. Unggas sebesar Rp. 500.- (lima~ rupiah). 

Pasai 13 

!. Lembu, kerbaa, Kada, sebesar Rp. 30.000.· (tiga putm ribu 
rupiah)iekor 

2. Kambing aran domba , sebesar Rp. 7.500,· (tujub ribo lima 
rams ruoian liekcr. 

Retribusr Biaya Te!Jl!:'3l Pemotongaa : 



( l) W aj ib Retribusi harus meagajuk:m permohonan secara ter.nlia I 
~ep~ Kepala ~::~rah t:=ll!k perhinmgan peagembalian kdeoih:m I _ 

Pasal .)_9 

BAB XII 
TATA CARA FERHTI0"'NGA.,,'< PENGE.\IBALIA...~ 

KEL.IBffi.A_N PE:\:BA YARA,~ RETIUEUSI 

(2) Penagihan Retribusi dengaa Surat Paksa dilaicsamlran berdasarkan 
'P•-.rl-11~n p_,~-:t'fin-1rnrl.,...,.O""?" ,l'?nn h..»r1'!11,,, 
~ .... - - ..... __., --a;:,- ,-~e - --- 

(1) Retribusi yang terul31l8 berdasarkaa S-.aD, SKRmCB, SKRDKBT, 
STRD. Surat K·;pi:tusan Pembetulaa, Surat KepUIWan Ke.b,m!lan 
dan Puwsao Bsadiag yang Lidak l!t!!.I kunmg b-a:yar oleh wajib 
retribusi pada waktuaya dapar ditagih dengan Sur31 Paksa 

BAB XI 
TATACAR.~PENAGIHAN 

(4) Tata cara pembay-.iran, tempa.t pemb~ pe:nmdaaa pembayran 
· retribusi diatur deogen keputusan KepalaI>iierab. 

(J) Kepala Daeraa atas permohonan Wajib Retribuai 11etelah meme:ruhi 
persyaratan yang ditentuk.m dapat membenkm pmietnjusn kepada Wajib 
Retribusi untulc mengimgsur at.au menrmda pembayran retn"busi deugan 
dikenakan bunga sebesar :! o/o ( dua persen) setiap bulaa, 

(2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan 
P=hetulan, Sar.it Kepunisan Keberataa d:m Putusaa Banding Y2118 
menyebabkan jmnlah retribusi yang harus dibayar "t>ertambah, barns 
dilunasi daiam janglca wakni paling lama l (satu ) bulm sejak tmggal 
diterbitkannya t=ebut diatas 

(1) Kepala Daerah menecw.Jkan tanggal jatuh tempo pembayanm d.an 
peeyetoran rctribusi Jll!!G terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
saa1 terutang. 

BAB X 
TATA CARA PEMEAYARAN 

Pasal 11~ 

Dalam hai · . - Retribusi tidak membay:ir tepat. waktunya alau lairang 
· . nba:yar, dikenak:m S311J,<;j administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o ( dua. 
persen] setiap bulan dari besamya ~bosi yang tenitmg yang tidak atau 
kurang bayer dan ditagih decgan me~ mrat t.agihan ~tribusi daerah, 

P::sal 16 

B_\B IX 
S/, ... ~""KSI ADMTh1STRASI 



.... , 
cars b. Ada ?~ U!:mg retriousi dari V/ajib R~!nousi 

'~!Il3LIVL!Il tidak, ~ 

a. Diteri>itlcm Sura T~ clan Suraz Paksa atau ; 

(2) Kadaluarsa Peaagiaan retribusi sebagaimaaa dimakrud ayat (1) 
Pasai im, ce~r.g aoabila : 

(1) P~Re!nbusi, kadaluwarsasetelah. m~l2mpl!lli j~ waktn 
3 (liga) talnm terhin.iie sejak saai lenl.W1811Ya retribusi, kecuali 
ap:!bila Wajib Rerribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. . 

Pasal 22 

BAB XIII 
K.ADALUWARSA 

(2) Al:a pertibJngllll sebagaimaaa dimaksud pada Pasal 21, diterbitkan 
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti 
pembayaran. 

(1) Pengembalian sebagaimaaa dimaksud pada Pasal 20 dil.alcul= 
deng:m menerbidcan Sin! Perintah membayar kelebihaa Retribusj, 

Pasal 21 

(J) P~ogembalian kelebihan pernbayaran Retribusi dilakukao setelah 
tewat wakru ~ (d:!:l.) bufan sejak di'.erbitlcaoeyaSKRDLB, Kepala 
Daeraa r=nberikan irobalan bunga 2 % ( Cll,i persen) sebulan atas 
kekr!.:imbatao pembayaran ~elebihan Retribusi. 

(2) Kelebihao p~ Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilremi,alik:ln kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) 
bulao ~ejak diterbitkan SKRDLB. 

(1) Dalani bal kelebihan p::mbayaran Retribusi y311g !lla!ih tersisa 
setelah dilaku.lran perhihlll8an sebagaimana dimaksud pa.da Pasal 
l3. diterbitkaa SKRDLB paling !ambat 2 (dua) bulan sejak 
di:.erimanya permohonan pengernbaliaa kelebiaan pembayaran 
Retnbusi. 

Pasal 2:,i 

(3) Alas permobo021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang bernak 
atas keld>ihan pembayar.m tersebut dapat diperh.ill.tllgkan dengan 
pembayaran retrJbusi selanjutnya 

(2) Alas dasar permohccac sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 
kelebihan petnbayaran retribusi dapat langsuoga diperbib.mgkan 
ltrlebih dalntlu d.."11g3[1 U!3llg Reiribusi clan atau saoksi arlministrasi 
berupa bur)83. oleh Kepala Daerah, 



a. Menerima, rnencari, meogmq:,ullcm d.m meneliti keteningaa 
atau laporan berke nan dengan tin<bk P1 dana di bi dang Retri bosi 
Daerali; 

b. Meneliti, mencari clan m~ulkim keterangan m~ 
or.mg pribadi a1au badan t=::u:uig k-ebe:iaran perbustaa )'2llg 

dilakllkan se hubungan de~ Tiodak Pidaaa Retribusi Dae rm ; 
c. Mem.in!a. keteraagan clan b• bum d2ri orang pnbadi 2!aJ 

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daer-ab; 

d. Memeriksa bukn-buku, ~ dan dokumen-dokenea 
lain b erkeaaan dengan tindak pid:ma. dib idang Re tribusi 
Daer-ah; 

e. Mdaknkan penggded.ahan ucruk ~:rtkan bahan bcl:!i 
pembukuan, peacaiaian ci.an dokuoeo-dccnnen serta melamc:ll!I 
penyitaan ternadap baaan bukti t=eout. 

f Meminta banruan tenaga ahli dalam ~ pelaksanaan tugas 
pen'.;:'iciik..:i Ti..:~.d:J.: ?id.:,..,a d: ~R:-::::busi Daerah; 

(2) Wew~ Penyidik sebazaimana dilll3ksud pada ayat (1) Pasal ini 
a.dalah: 

(l)l'egp,z,i Negeri Sipil tertentu di Linglrungan Pernerintah Darnih 
diberikan weweaang khusu9 seb~ Pffl)'idik oalllk mel.aladc:m 
Penyidi.kan Tindak Pidana di bidang Retribesi Daerah sebagaimaos 
dimaksud dalam Unc!a::g-undaag Nolll()( 8 Tahun 1981 tel'ltllD.g 
Hukum AcaraPidana 

Pasal 25 

BAB XVI 
PENYIDIKAN 

Pelaog;garan ternadap ketenruan-ketearu:m dalam Peraruran Daerah ini 
dapat dianeam deogan Pidana Kunmgan selama-lamanya 6 (enam) bulan 
a1au denda setinggi-ti:ngsinyi. 4 ( empat) kali retribusi terut.ang. 

Pasal '24 ·> 

BAB XV 
KEIDITTJA.1.'1 PIDANA 

( l) Piut~ Retriousi yang tidsk moogkin ditagili (33i karena hale UIIIUk 
me lakuka11 peoagihac sud ah kadalllWllna dapat dihapua 

(2) Kepala Daerah rnenctapkan lceplJC:lsan peoghapusan Piubog 
Retribusi Daerah yang sudah brlaluwarsa sebagaimana dinw:sod 
padaayat (1) Pasal ini. 

Pasal 23 

BAB XN 
TATA CARA PENG'HAPUSA.'N PIUfANG 

RETRIBUSI YANG KADALUW ARSA 



o . 0 

BUP,\"il K.£1'ALA DAfJVJl TlNGKAT ll 
NI AS. • IJEWAN l'LJ(W,u~li.AN lU1.t~iA'l' l)ALk,ul 

K,\1HH',\ fE~~ Ll_"'.i:fv\11 'l'G~,:~~:,; i' 11 t-11~\!; 
}"ET lJ A. 

: Ulil,wi&,iluli 
: IS" R7u.5fv,J lfpJ 

iJiku,pku.11 Ji 
Puda Tai,11,gal 

:\g:ir scti~1p u1.u1g c.J.apal rne11g•:hJu1i11ya m1:111~ri111i-J&,u1, pc11~-w1c..lw1,guu Peranuun 
l)c,,·r:J, 1111 d,'11g:u1 pc11c-111pal:uu1ya c.lahu11 Lc·111l>w an Dae, ,J, Kabupateu Dueruh Tingkat II 
r\i:1s 

l'c1 ;~,u-,u, Dacrah iui 111111:ii bcrhiku pada sual lw1_11,gal di1u11.h.u1gkw1 

Pusal 2!s 

J lal-1,al ya11g l,d11111 ,liill11r dalrn11 h·1 ulcu·;u1 Dm·ral, i11i sq11u\ja11g 
1111:11gc11:ii pc·laks:u,a:u,y:i ukan diulur ld,il, l:u~ul old, Kepulu Ducruh. 

Pusul 27 

D.:11_1,;,u, 1,,,,-lakuuya Pcrulurun Ducrulr iui, 111:.ka Pct uluran Dueruh Nomor 
6 Tal11111 J 996 lc11lw1g l'e111b:Ji:u1 pc1 l:u11a Pcruhu a11 Dac1~J1 Kubupulcu 
Dacrah Tingkal II Nim; No111or 15 Tahun 1985, teruang Retribusi 
Pemeriksuun Keschulun, p~111;11_iiw1, peuyuntikan dan Retribusi 
f"'111ulo11g:u1 'I'eruak, di11yal:J.a11 ,lical,111 d,u, litl:J: l,~rlaku lagi. 

Pasal 2~ 

13 A 13 XVII 
!uffENTUAN PENUTUP 

(3) l'euyidik Pegawai Negcri Sipil 111e111buul 13':,;la Acura sdiap 
li1ulak:u1 lc11t:u1g : 
a. 1'"1m:rik~1w11 l"rn,u1!:',ku 
l,_ Pc111:umkm1 n11w..1.I.; 
c. l'cnyilaau beuda; 
d. Pc1n~1 iksaan sunu; 
e l't:111~rik8U4UI saksi; 
f Pcrucrjksuan tlitcu1pul kcjudiun, dun 111c11!',iri11L11u1ya kepada 

Pcnyidik Polisi Republik lndouvsin. 

S· Menyuruh l,.,,l .. ,111i, 111"1.u:u,g s~s,,01:ii1_1_( 111.:11i11~alb111 1ua11g:111 
alau lc111pat pa•I~ sa.:il pc-111criksmu1 :;L·daug l,\..'rhmgs1111g dau 
rncmeriksa idc1dilas m aug 1hu1 al:i,1 dok11111~11 yaug dibuwa 
s.,l,ugai111a11a di111uks11d pada l11u11f e; 

It l\lc111olrc( scscuruug yw,g l,.;1 kuitun dc11g:u1 Tiuduk l'iJa.11a 
Rclribusi Daci:d,; 

1. Mc11uu1ggil orang 1u1l11k dideugun kcteranganuya dan diperiksa 
•cl,1'81i.i lerM1u1.';ku Hluu wuksi; ~ 

j. Mc11191eulik:u1 Penyidikun; 
k. Mchik11k:u1 limlak:u, laiu y..u,g JH:rl11 1U1l11k kcluncurun 

peuyidikan Ti111Jak l'i<.lwm di Bidang Retribusi 1Jae1 ah 111c111,rul 
hukum y,u,g 1lup111 Jipc11:u111,11,1111~11wu1ku11. 
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